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1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tanun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tah n 1999 Nomor

140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874);

2. Undang-Undang Repuhlik Indonesia Nomor 30 Tahun

2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di

Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor

130, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Mengingat

BUPATISUMBAWABARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
ten tang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian

Layanan Publik Tertentu ill Lingkungan Pemerintab Daerah,

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfumasi
Status Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik Tertentu di
Kabupaten Sumbawa Barat.

Menimbang

DENGANRAHMATTUHANYANGMARAESA

TENTANG

TATACARAPELAKSANAANKONFIRMASISTATUSWAJIBPAJAKDALAM

PELAYANANPUBLIKTERTENTUDI KABUPATENSUMBAWABARAT

PERATURANBUPATI UMBAWABARAT

NOMOR 6 TAHUN2021

BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
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2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ten tang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik sebagaimana telab diubah dengan Peraturan
Pernerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran

Ncgara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6618);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016

tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian

Layanan Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tabun 2017

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1

Tah n 2017 tentang P nyelenggaraan Pela an T rpadu
Sat Pint .

R ,publik Tndon sia Nomor 23 Tahun

14 t nt ng P meritahan Daerah (Lembaran Negara

publik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan

L mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telab diubab beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 ten tang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014

ten tang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambaban Lembaran

Negara Indonesia Nomor 5679);

5. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

4.

);

Ncgara cpublik IndonesiaL I



Dipindai dengan CamScanner

Pasa11

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah

daerah yang memimpin urusan pemerintahan dan Perangkat Daerah

sebagai unsur pemerintahan yang mempunyai kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sumbawa Barat.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat.

7. Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah

adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang

mempunyai fungsi selaku pengelolapajak daerah.

8. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang rnembidangi urusan pendapatan

daerah adalah kepala pada organisasi perangkat daerah Kabupaten

Sumbawa Barat yang mernpunyai fungsi selaku pengelola pajak daerah.

9. Direktorat Jenderal Pajak adalah instansi vertikal Kernenterian Keuangan

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan

yang rnempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

10.Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang seJanjutnya disingkat KPP Pratama

adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah

dan bertanggung jawab Jangsung kepada Kepala Kantor Wilayah, yang

BABI
KETENTUANUMUM

P RATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PELAYANAN

PUBLIK TERTENTUDr KABUPATENSUMBAWABARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN:
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mernp .unyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan dan

penegakan hukum wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak

pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak

langsung Iainnya, dan pajak bumi dan bangunan dalam wilayah

wewenangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah

Daerah kepada masyarakat.

12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single

Submission) yang selanjutnya disebut OSS adalah sistem elektronik

terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk

penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

13.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

14. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya

disingkat PBB - P2 adalah pajak atas bumi darr/atau bangunan yang

dimilliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan,

kecuali kawasan yang digunakan perkebunana, perhutanan dan

pertambangan.

16~Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut BPHTB

adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan Zatau bangunan.

17. Retribusi Daerah selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan Zatau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan

pribadi atau badan.

18.Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah

kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka

pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak atas layanan publik pada
perangkat Daerah.
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Pasal3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

a. jenis layanan publik tertentu;

b. tata cara pelaksanaan KSWP;

c. penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah;

BAB III

RUANGLINGKUP

(2) Tujuan KSWPadalah:

a. terwujudnya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi

kewajiban pajak daerah;
b. terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan

pelayanan publik tertentu oleh pemerintah daerah; dan

c. terlaksananya KSWPsesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan yang berlaku.

Pasal2
(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan

tata cara pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pajak Daerah melalui KSWP

dalam pemberian pelayanan publik tertentu sesuai dengan kewenangan

Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

19. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh

Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib

Pajak atas layanan publik pada Perangkat Daerah.

20. Nomor Pokok Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat NPWPadalah nomor

yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi

perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas

Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

21. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD

adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana

dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenaI

diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perp~akan daerah.
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Pasal 6

(I) Pemerintah Daerah melakukan KSWPterhadap wajib pajak yang

mengajukan layanan publik tertentu berupa Iayanan perizinan dan non

perizinan.

(2) Layanan perizinan dan non perizinan dapat diberikan kepada pemohon

apabila dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut:

a. bukti lunas pembayaran PBB-P2 tahun terakhir;

b. bukti lunas pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalih

kepemilikan; dan

c. bukti lunas pembayaran pajak daerah lainnya;

d. kesesuaian nama WajibPajak dan NPWPDpada dat BPAD.

Pasal5
KSWPoleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal4 huruf (a),

dilakukan secara online (daring)melalui;

a. Sistem Informasi pada pemerintah daerah yang terhubung dengan sistem

informasi pada kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui

Direktorat Jenderal Pajak; dan atau
b. Aplikasi yang telah disediakan oleh kementerian yang membidangi urusan

keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak pada KPPPratama.

BABV

TATA CARA PELAKSANAANKSWP

b. Pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan kewenangan Pemerintah

Daerah yang diselenggarakan olehDinas.

Pasal4
Layanan Publik Tertentu yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang
memerlukan KSWPterdiri dari:

a. Pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha yang
terintegrasi secara elektronik:,

BABIV

JENIS LAYANAN PUBLIKTERTENTU

f. pel or n.
n',e. pendan

ng b rt ggungj w b p J anaan KSWP;
d. perangkat d er
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Pasal 7
(1) OPD yang membidangi urusan pendapatan daerah melakukan penelitian

terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh wajib pajak sebelum

memberikan Keterangan Status WajibPajak;

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari:

a, pelunasan pembayaran PBB- P2 tahun terakhir;

b. pelunasan pembayaran BPHTBjika terjadi pengalihan kepemilikan;

c. pembayaran pajak daerah daerah lainnya yang menjadi kewajiban

pemohon tersebut.
(3) Setelah OPDyang membidangi urusan pendapatan daerah ini melakukan

penelitian terhadap data yang ada dan wajib pajak telah memenuhi semua

kewajiban pajaknya di daerah maka akan diberikan Keterangan Status

Wajib Pajak kepada pemohon sesuai format yang tercantum dalam

Lampiran II (dua)yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

(4) Adapun tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam

pelayanan publik tertentu di Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana

termuat daJam Lampiran III (tiga) yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABVI

PENELITIANTERHADAPKEWAJIBANPAJAKDAERAH

c. bukn lunas pembayaran pajak daerah lainnya;

d. kesesuaian nama Wajib Pajak dan NPWPDpada data BPAD.
(3) Apabila dokum b' di uhin se agaimana isebutkan pada ayat (2) sudah tepen 1

maka Dinas dapat menyetujui permohonan tersebut.

(4) Apabila dokumen sebagaimana disebutkan pada ayat (2) tidak dapat

dipenuhi maka permohonan ditolak atau akan diteruskan oleh Dinas

kepada Kepala 0PD yang membidangi urusan pendapatan daerah dengan

sebelumnya meminta pemohon mengisi Surat Permohonan Keterangan

Status Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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PasaI 10

Pelaporan disampaikan kepada Menteri DaIam egeri melalui Direktorat

Jenderal Bina Keuangan Daerah selaku Pembina dan penga as pelaksanaan

KSWPpada Pemerintah Daerah.

BABIX

PELAPORAN

PasaI 9
Pendanaan pelaksanaan KSWPdibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang melekat pada Anggaran

Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB VIII

PEND AAN

Pasal8
(1) Perangkat Daerah yang b rtanggungja ab dal na - WP

adalah perangkal da rah m an p Ia anan publik b rupa

layanan perizinan dan non p rizinan.

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada a at (1) untuk

menjalankan K WP berkoordina i d ng Organi a i Peran at Daerah

yang membidangi uru an pendapa an daerah elaku p ngelol paj
daerah.

BAB VII
PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB ATAS K WP
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\R 1-URM SYAH

BERlT DAE\RAHKABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR

"-'K?-.ETARlS DAERAH KABUPATEN S MBAWA BARAT;

. (IfV iIF/\/v/

2021aca tanacral_ bb

r , mdangkan di Taliv .ang

Ditetapkan di Taliwang

padatanggal r 2021
BUPATI SUMBAW~B T,~

q .
W W. MUSYAFIRIN

B BX

PENUTUP

Pasal 11
P a ran Bupati ini m Iai berlaku pacta tanggal diundangkan.

ar etiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

B pa . ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa
ara .
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• Dalam hal kuasa harus dilarnpirkan surat kuasa

___________________ 13)

...... '" (1_

Mengajukan pennohonan untuk memperoleh keterangan status v ajib pajak unruk mernenuhi
persyaratan mendapatkan Layanan Publik Tertentu dan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk layanan publik permohonan perizinat non
perizinan.
Demikian permohonan ini kami sampaikan

. ( 9)

: , (10

: 11)

Nama
NPWPD
Alamat

I Wajib Pajak~====:1.-_---', Wajib Pajak! Kuasa dan
Wajib Pajak

3)

4

(5

(6)

( )

8)

Jabatan
Alamat
Nomor Telpon
Bertindak selaku

NPWPD

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama

.......................... (1)
Pennohonan Keterangan status Wajib Pajak
Kepala '" ... ... .... (2)
Kabupaten Sum ba a Barat

Nomor
Hal
Kepada Yth.

. CONTOHFORMAT SURAT PERMOHONAN KETERANGANSTATUS WAJTB PAJAK

TATA CARA P LAKSA AA KOJ ~ IR.'v1A I
TATUS WAllB PAJAK ALA\A

PELAYANA PUBLJK TER' E ' DI
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

. ~NTAN

(J A J Sf),V1 AWA BARATAMPIRAN r . J f~RI\' U J\
MOR
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2

W. MUSYAFIRIN

Ttd.

BUPATI SUMBAWA BARAT.

Angka 13

ngka 12

Angka 11

ngka 10

gka 9

gka

uai d n an p ermohonan surat wajib pajak
n an nama PD pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang

m rnpun j fung i s bagai pengelola pajak daerah
- Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, diisi dengan wajib pajak atau

kua a y ng menandatangani surat permohonan
ntuk wajib pajak badan, diisi dengan nama wakil atau kuasa
ang m nadatangani surat permohonan

Dii j dengan NPWPD dari wajib pajak atau dengan nama wakil/
kuasa yang menandatangani surat pennohonan (apabiJa ada)
Diisi d nganjabatan yang menadatangani surat perrnohonan
Diisi dengan alamat yang menandatangani surat pennohonan
Diisi dengan nomor telpon dari wajib pajak nama atau kuasa yang
menandatangani surat perrnohonan
Diisi dengan memberi tanda check Jist pada salah satu (1) kotak pilihan
di bawahnya.
Jika pennohonan diajukan Iangsung bukan oleh penerima kuasa maka
angka selanjutnya tidak perIu diisi
Diisi dengan nama wajib pajak dalam hal pennohonan diajukan oleh
penerima kuasa
Diisi dengan NPWPINPWPD wajib pajak dalam hal permohonan
diajukan oleh penerima kuasa
Diisi dengan alamat wajib pajak dalam hal permohonan diajukan
oleh penerima kuasa
Disisi dengan kota tempat tinggal, tanggal, bulan dan tahun surat
permohonan ditandatangani
Diisi dengan nama dan tandatangan pemohon sebagaimana yang
tercantum dalam nomor 4

PERMOII NAN K ~Tf~RAN AN STATU WAIIB
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3

NIP.......

_______ (11)

...... , (9)
Kepala (10)
Kabupaten Sumbawa Barat,

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan pacta Dinas
PMPTSP Kabupaten Sumbawa Barat berupa pelayanan perizinan dan nonperizinan
tahun (8).
Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

(3)
(4)

(5)

(6)
(7)

Nama
NPWPD
NPWP
Alarnat
Status

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kami sampaikan
bahwa wajib pajak :

Keterangan Status WajibPajak
Nomor : (2)

Kode Pas: 84455

KOP OPO (1)

T K ~T_'RANGAN STATUS WAllB PAJAK

TJ\ J\ CARA P LAKSANAAN KONFIRMAST
'TJ\TUS WAlIB PAJAK DALAM P LAYANAN
PUBLlK TERTENTU DI KABUPATEN
SUMBAWA BARAT

LI\MPIRI\N JI PI'.RAT JR 1\N Bl J1'A1 I SUMBA WJ\ BARAT
( Me J
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W. MUSYAFIRIN

Ttd.

BUPATISUMBAWABARAT,

5

b. Permohonan disetujui
DPMPTSP

a. Pennohonan ditolak dan
diminta untuk melengkapi
ketentuan perpajakan terIebih

./

DPMPTSP Melakukan
Konfirmasi Status Wajib Pajak
padaBPAD

1I b. Terpenuhi

"'"

I a Tidak Terpenuhi I
....

Orang PribadiIBadan
mengajukan permohonan
perizinan kepada DPMPTSP l:::>
dengan melampirkan bukti
pembayaran PBB - P2, BPHTB
dan Pajak Daerah Lainnya

Alur Pelal<sanaan Konfirmasl Status Wajib Pajak Dalam Pelayanan PubJik Tertentu
Di kabupaten sumbawa barat

: TATACARAPELAKSANAAN
KONFIRMASI STATUS WAJIBPAJAK
DALAMPELAYANANPUBL~
TERTENTU DI KABUP ATEN SUMBAWA
BARAT

TENTANG

LAMP1RAN I1I : PERATURAN BUPATJ SUM AWA BARAT
NOMOR 46


